PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang a  bahws dalam rangka lercapainys pembangunan pariwisata
dasrah maupun nasional, perlu ditunjang dengan kesesuaian

Mergingat

PERATURAN DAERAH HABUPATEN BANYUMAS
NOMOR g TAHUN 2008
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EANYUMAS,

pada sekior-sekior pembangunan lzinnya sehingga terwujud
pengembangan pariwisata yany komprehensif terpadu dan

berkelanjutan;

b. bahwa berdssarkan pertimbangan sebagainara dimaksud
dalam huruf a, peru mambentuk Psraturan Daerah lentang
Rencana Induk Pengembangzsn Pariwisala Kabupatan

Banyumas dengan Peraluren Laerah.

1. Urdang-Undang Nemor 13 Tahun 1950 tentany Pembaentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1881 tertang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RHepublik Indonesie Tahun 1881
Momor 78, Tambanan Lembaran Nagara Republik Indcnesiz

Maomor 3209),

3 Undang-Undang Nomar O Tahun 1290 lantang Kepariwisalaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Namor 78,
Tambahan Lembaran Negarm Hepublik Indonesia MNomor

3427),



Undang-Undang Nomar § Tahun 1892 lentang Benda Cagar
Eudaya {Lemharan' Negara Republik Indenesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembgaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

Undang-Undang Nemar 10 Tahun 2004 tentang Pemberiukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonzsia Nomnr 4389);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemearintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437). sebapgaimana telah diubah dengan Urdang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2005
lentang Perubahan Ates Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerch Menjad Urdang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemar
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4548)

Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007 leitlang Penataan
Ruang (lLembaran Negara Ropublik Indenssi | nbwn 2005
Nomer 68, Tambahan | ambaran MNegnrn Repubik Indoresa
MNomer 4725

Peraturan  Pemerinteh Nomor 10 Tahun 1083 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahun 1992 tentsng
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Repuslik Indonesia
Tahun 1993 Ncmor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneslia Nemor 3516),

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1895 tentang
Pemellharaan dan Pemanfaatan Banda Cagar Budaya
{Lemtaran Negara Tahun 1995 Nomor 2 Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonssia Nomor 3952);



11.

12.

T4,

14

10.

Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1899 lentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonssia Nomar 3828);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentanp
Pembegiean Urusen Pemerintahan antara Pemerinlah
Pemerintahan Daersh Frovinsi can Pemerinizhan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Narmor 4737)

Paraluran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebaruasan Paraturan Perundang-

undangan,

Peraturan Daeran Provinsi Jawa Tengah Nomcor 11 Tahun
2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Dacrah Provins! Jawa

Tangah Tahun 2003 Nomor 108),

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun

2004 tentang Rencana Induk Pengzmbangan Panwisala
(RIPP) Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Frovinsi

Jawa Tengah Tahun 2004 Nomaor 52 Serl £ Nomar B

Dengan Persatujuan Eersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN BANYUMAS

Menetapkan !

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBEANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS



BAB |
KETENTUYAN UMLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan ;

Tt
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Daerah adalah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerall sebagal unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupali Banyumas.
Keecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

Rencana Induk FPengembangan Pariwisala Daerah yang sclanjulnya disingkat
RIPFDA adzlah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisale yang
mearupakan dasar pemyusunan program-program pambangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana pariwisata linias sektoral dan daerah dalam [angka panjang di
Daerah.

Parwsela adalah segzla sesualu yang berhubungan dengan wisala, lermasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisala serta usaha-usaha yang terkait di bidang
tersetut.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubuingan dengan penyelenggaraan
pariwisala,

Usaha pariwisala adaleh  kegiatan yang  berujoon menyelisnndarikan  jasa
pariwisaly, menyediakan alau mengusahakan obyek din deya ik wisals, usaha
sarana pariwisale dar usaha lain yang lerkail di bidang lcrsetut,

Jeaha |asa pariwisats adelah suatu usaha pariwisals vang somala-mata fidak
Inembutuhkan modal secara konkritfwujud.

Sarana Wisala adalah segala sesuatu yang merupakan sarana dan fasiltas ODTW
yang dapat dijadikan pandukung atas perkembangan dan kelancaran kegiatan dan
ketutuhan wisatawan

Obyek dan Daya Tark Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalzh secala
888URtU yang menjadi sasaran wisata,

Kawasan Pariwisatn adalah kawasan dengan luas lerenlis yang dibangun atao
disediakan untuk memanuhl kabuluhnn pnriwisntn

13 Wisatawsan adalah orang yang melakukan kegialan wisata

i



14 Satuan \Wilayah Pengembangan Pariwisala yang selanjulnya disingkat SWPP
adalah pemetaan wilayah pengembanagan pariwisala:

15. Biro Perjalanan Wiaata yang selanjulnya disingkat BPVW adalah badan usahs yang
menyelenggarakan kegiatan useha perjalanan wisala ke dalam negeri danfatau ke
luar negeri.

16. Destinasi Wisata adalah daerah vang dikembangkan sebaqai tujuan wisata,

17. &takeholders adalah orang, organisasl atau badan yang lerlibal dan lerkait dalam
penyelenggaraan dan kegialan kepariwisatagn.

18. Aksesibilitzs adalah segala sesualu yang diciptakan untuk dapal mempermudah dan
memparlancar perjalanan dan kebutuhan wisatawan untuk menikmati DDTW.

19, Penyidikan acdalah serangkafan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencan serta mangumpulkan bukli yang dengan bukti ity membuat terang tindak
pldana yang teradi, serla menemukar tersangkanya

20 Penyidik adalah Fejebat Polis| Negara Republik Indonesia atau Pojabat Pegrwai
Negeri Sipl lerlentu yang diberi lugas wawenang xhusus olnh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan,

21.Penyidik. Pegawal Negerl Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil lertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan alas relanggaran Peraturan Dacrah.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan RIPPCA Kabupaten Banyumas adalah

a, Meningkathan kesinambungan dan kesesuaian kebijakan (secara vertikal, horizental
maupun diagonal) dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bamumas dengan
kepentingan stakcholder untuk menciptakan iklim kepariwisataan vang kondusif,
pengembangan kapasitas destinasi wisata, peluang investasi dan bisnis, dan
fampu memperkuat hubungan lintas sekloral,

b. Mengembangkan kebiakan yang berpinak kepada tumbuhnya usaba skala keel dan

menangah di seklor pariwisata unluk meningkatkan diversifikas! usaha melalul
penpjaman fungsi dan malibaltkan  instansi-inslansi di lingkingan Pemarintah

kabupalen Banyumas,



. Mewujudkan iklim wusaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme
gengembangan usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor (PMDN dan
PMA);

. Memperkuat integrasi seklor pariwisala dengan seklor permbangunan lzinnya
melalui tukar silang pengetahuan dan pemanfaatan kapasitas sumberdays secara
lebih luas untuk meningkatkan sediaan variasi, selebaran | dan kualilas obyek dan
daya tarik wisgla alam dan budays;

. Meningkatkan kualitas destinasi wisala Banyumas secara sislematik dan lemalik
vang didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang standard, kemudahan aksesibillias
dengan telap memperimbangkan preferensl pasar, kualitas lingkungan, dan
pengembangan kesatuan wilayah pengembarngan pariwisata;

Mengembangkan citra pariwisata Kabupaten Banyumas yang spesifik . manarik, dan
konsisten sebagal destinasi wicata alam dan ragam (jeris dan karakleristix) produk
wisata dengan tetap memperiimbangkan kesesuaian dan kecenderungan produk -
produk lerhadag pasar aktual dan potensial nusantara dan budaya,

. Meningkatkan penanganan pasar dan psmasaran secars leraral) dan larslrukly
melalui targeling dan positioning Kabupaten Barnyumas sebagai deslinas wisala
alam pegunungan dar budaya;

Mangembangkan sistem dan manajemen informas: pariwisata yang bersifat lintas
stakehulders yang berfungsl sebagal bank dala, pelayanan, asupan pangambilan
kepulusan, dan kepulusan investasi bagi pihak terkail pembangunan kepariwisalaan

Kabupalen Banyumas,

Meningkzikan kualitas sumberdaya manusia aparalur dan masyarakat yang memilik|
visl, |wa kewirausahzan, kompelen, dan barparilaku profosional dalam mengolola
dan maelaksanakan aklivias kopariwisalaan snearn customoer orionled, keeall, dan

standard;

Maningkatkan kamampuan pelaku usaba keell dan menengah lerkait keglatan
pariwisata dalam mengembangkan regam doan jenis kemodill pada berbagal
fingkatan kualitas sesual dengan preferensi pasar,

. Mengembanghan apasitas organisosi dan stakenolders kepariwisataan melalul
pengembangan visl, kompetensi, dan perilaku untuk meningkat<an kualitas
perencanaan, pergorganisasian, implementas, pengencalian, dan oevaluas

bersama lerhadap pembangunan pariwisala Kahupaten Danyumas;

(]



| /

Meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan slakeholders terkai di
dzlam dan luar Kabupaten Banyumas (inslansi terkail, inleleklual) untuk
menciptakan jejaring aktif, keteropaduar dan kuzlilas program, dan pemanfaatan
kapasitas organizasi stakeholders dalam mendukung pengembangan CQDTW,
uasaha dan sarana wisata, pengembangan S50DM, serta implementasi dan
pengendallan pembangunan pariwsala;

. Meningkatkan kelerpaduan dan kerjasama program dan kegiatan artar kabupaten

delam wilayah pengembangan pariwisala di Jawa Tengan untuk meningkatkan
kualias SOM, varias! objek dan Jalur wisata, komoditi unggulan berszma, dan
kamampuan pemasaran, guna menciptakan nilal dan daya saing pariwisata wilayah
(reglonal). '

BAB Il
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Rugang Lingkup

Pasal 3

RIPDA Kabupaten Banyumas terdiri darf |

P Ae

Pengemoangan secara Urmum,
Pengembangan Produk Parnwisala;
Pgngembangan SDM Bidang Pariwisata,

Pangembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisala; can
Pengembangan Hubungan Antar Stakenolders

Bagian Kedua
Pongembangan Secara Umum

Pasal 4

Sasaran pengembangan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 huruf a.

malizuti | .

a.

lersedianya perangkal kebjakan dan inslruman kebijakan secara memariai sehagal
pedoman penyelsnggaraan kegiatan kepariwisalaan;




ierciptanys  produk  wisala yang memiliki daya sang tinggl melalui
penganekaragaman (diversifikesi) produk yang mengangkat identitas  lokal
Banyumasan,

perkembangnys kegialan pariwisata secara lebh merata d| seliap SWPP untuk
memperkuat struktur destinasi wisata serta meningkalkan parlisipasi masyarakat

dan duna usaha;

semakin dikenalnya Daerah sebsgai destinasi wisata yang menarik di tingkat
regional, nasional. maupun intemasicnal;

tarberfuknya sumber daya manusia profesional darf berkinerja tinggi pada seluruh
stakeholders di bidang pariwigata sehingge mampu mengembangkan sistem dan
pengelolaan kepariwisataan yang efektif dan afisien secara berkelanjutan, dan

teratanya hubungan antar stakeholders yang harmonis dan berorientasi kepada
keternaduan vigi dan tindakan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 5

Stategi pengembangan aecara umum sebagaimana diamaksud dalam Pasa’ 3 huruf &

dilakukan dengan :

a

pemantapan kebijakan dan instrumen kebijakan pariwisata yang terintegrasi, dapal
diterapkan, dan mampu mendorong pertumbuhan kegietan pariwisala;

pendayagunaan potens lokal dan-pemeralaan pengembangarn kepariwisataan
melalui pembagian wilayah p2ngembangan pariwisala yang masing-masing memiliki

idanlilas;

pengualan dukungan dan kualilas barang publik : “aman — terlib - bersih - sehal -
indah — ramah”;

citra dan penempatan parmwicata Daerah yang dikembangkan hecdasarkan
kemampuan sumber daya;

mewujudnyatakan identitas "Banyumasan® dalam setiap kemponen pengembangan

keparwlsgtaan; dan

maningkalkan peran pariwisala sebagai sekior yaig manipu menggarakkan
elicnoml masyarakal,



Pasal 8

Kebijakan pengembangan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dierahkan Lntuk

mengembangkan pedoman yang bersifat strategis dan teknis bagl stskeholders
mengembangkan pembangunan kepariwisatazn;

mengaall dan mendayagunakan potens! alam dan budaya sccara 'ebih luas untuk
meningkatkan  sedlaan  varasl dan  kuallas produk wisnta dengan
mamperlimbangkan kecenderungan pasar, kelestarisn lingkungan, pemeraiaan
persembangan SWPP, dam Integrasi dengan sekior pembangunan fainnya;

mzngembangkan sumber daya manusia yang memiliki visi dan kapasitas sesual
dengan slandar kuzlitas dan tuntutan perkembangan kepariwisataan global yang
berkelan|utar,

raslonalisasl keglatan pemasaran melalul pernetagan ckaia prioriias pasar dan
pemasaran serta mangaklitkan jejaring dan kerjasama dangan slakeholders d

tingkal lokal, regional, nasional, dan inlemasional, dan

mewujudkan hubungan anlar  stakeholders yang lerpadu  dalam
menumbutkembangkan koordinasi dan tindakan kolekll yang konstruktif,

Bagian Hotiga
Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 7

Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

meliputi |

i
bl
&

4.

Obyek dan Daya Tark Wisata (CDTW),
Sarana Wisata:

Aksesitiltas; dan

Usaha Pariwizatz;



F'amgrn r
Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Sagaran Pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud Posal 7 nurul a meliput: ;

ferciptanya kondisi COTW alam, budaya dan buatan yang saling mendukung dan
memperkus! destinasi wisata alam pegudungan Banyumas  dengan
memperkenalkan karakteristik Dasrah melalui atribut budaya yang fercermin dalam
setiap atraks| wizata, fasilitas dan pelayanan sarla aksas/bilitag;

lercapainya pemeralaan perscbaran ODTW  dalam  SWPP berdasarkan
kerakteristin potens| alam, budaya dan buatan yang mampu mengangkat ldentitas
lokal sebagal nilai kemparatf dan kompatitif terhadan desitnasl wisala ‘ain tingkat
regionzl, nasional maupun internasional;

terlaksananya upaya pengawasan dan pelestarian lingkungan alam dalam sefiap
pengelolsan dan rencana pengembangan ODTW,

terwuludnye pemberdayzan dan pandayagunaan produk hasil sekior pemoangunan
lain secara lerinlegrasi yang memperkaya variasi sediaan GDTW dan mampu
menciptakan efek berganda usaha pariwisala;

ferciptanya kreatifitas pengembangan ODTW hasil kerjasama dengan produk
saktor pembanguran lain,

lerbantuknya pengembangan ODTW yang lednlegrasi  daliun perencanaan,
pengelolaan, pemasaran, dan pengendalian pada sliap SWPFP; dan

terangkatnya ciira  karakteritik Daerah (Local Character) pada seliap
pengembangan ODTW yang akan memberikan ciri dagang deslinasi wisala Daerzh
sehagai tujuan wisata alam pegunungan.
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Pasal 8

(1) Strateg pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
dilakukan dengan pemerstaan S\WPP berdasarkan kategori perwilayahan, yang
meliputl :

a.

GI

SWPP | meliputi Kecamatan Baturraden, Sumbang, Purwokerdo Barat
Purwakerto Timur, Purwokerto Utara, Purwokerlo Selatan, Sokaraja, Patikraja,
Hembaran, Kal'bagor, Ketasen, Karanglewas, dan Kedungbanteng:

BWPP Il meliputi Kecamatan Rawalo, Jatilawang, Purwojali, Wangon, Lumbir,
Bumelar, Pekuncen, dan Ajibarang;

SWPP Il meliputi Kecamaan Banyumas, Somagede Kemranjen, Sumplub, dan
Tambak.

{(2) Pemerataan SWPP | sebagaimane dimaksud pada ayat (1) hurut a. dibagi dalam
& aub SWPP, meliputi :

Sub-SWPP |.1. merupakan kantong pengembangan wisata pegunungan di
Kecamatan Baturraden:

Sub SWPP L2. merupakan kantong pengembangan wisata helanja di
Kecamatan Purwckerta Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto  Timur,
Furwokerto Utara, Sckaraja, Sumbang dan Kembaran;

Sub SWPP L3. merupakan karlong pengembangan wisala peninggalan sejarah
di Kecamalan Palikraja, Kembaran, Kalibagor, Kebasen, Karanglewas, dan
Kedungbanleng,

(3) Pemeratzan SWPP |l sebagaimana. dimaksud pada ayal (1) hurwl b dibagi dalam

a.

o

sub SWPP, melipuli ;

Sub-5WFP 1.1, merupakan kartong nengembangan wisata alam bodaya dii
Kecamalan Jatilawang, Purwajall, Wangan, Lumbir, Gumelar, dan Pekuncen;

Sub SWPP 1.2, merupaken kanlong pengembangan wisata rekreasi di
Kecamalan Ajibarang, Rawala, dan Purwejati

(4) Femerataan SWPP 11l sabagaimana dimaksud paca ayat (1) hurut c. dibagi dalam
sub SWPPR, melipuli ;

a.

b

Sub SWPP [I1L.1, merupakan kanlong pengembangan wisala agro di Kecamaltan

Kemaranjen, Sumpiuh, Tambak, dan Scmagede,

Sub SWPP IIL2. merupakan kanlang pengembangan wisnla Kota Lama
Banyumas di Kecamatan Ranyumas

11



(8) Peta geografis pemerataan SWPP sebagaimana dimaksud pada aya!t (1) tercantum
dalam lampiran |, I, I, dan |V Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Pemmerataan Sub-SWPP digolongkan berdasarkan pola  kantong-kantong
pengembangan kawasan wisata sesuai posisi daya saing, kemampuan can
karakteristik produk wisata,

(2) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWHP | adalah .

a. Sub-SWPP 1.1 Kantong Fengembangan Kawasan Wisala Alarm-Fegunungan
(Baturraden Mountain Resort) Meliputi Lokawisata Baturraden (curug
Gumawang), Wanawisata Baturraden (Pancuran Telu Pancuran Fitu. Gea
Sarabadak), Palawl Spa, Telaga Sunyi, Curug Ceheng Sebaga daya tarik
wisata pendukung adalah ODTW alam potensial yaitu BPT HTM, curug
Maprang dan Curug Carang. ODTW budaya potensial seperti kesenian Ebeq,
Slawatan Jawa dan Upacara tradisional Sedekah Bumi/Suran;

b. Sub-SWPP 1.2, Kantong Pengembangan Kawasan Wisala Belanja Banyumas
(Banyumas Grand Shopping Traditiona! Market ), meliputi ODTW Alun-alun /
pusat Kota Purwokerto, Pasar Wisata Sokaraja, home industri tempe mendoan
Sokaraja, sentra kerjainan Batk Sokaraja sentra kerajinan bambu Sumbang
dan Kembaran. ODTW pendukung adalah DDTVW potensial budaya yang terdirl
dari Situs Lembu Ayu, Situs Batu Menhir, Situs Sikepel, Candi Ronggeng,
Klenteng Hok Tak Bio Sokaraja, serte BCE peninggalan sejarah Belanda,

. Sub-SWPP 1.3 Kantong Pengembiangan Kawasan Wisata Peninggalan Sejaral
banyumas ( Banyurnas Hertage Tourism ). meliputl ODTW Goa Maria Kalion
Desa Wisata Ketenger, Museum Pangsar Jend Soedirman, Museum BRI,
Kelompck BCB peninggalan sejarah Pelanda Kcta Purwckero, Situs
Garangoandul, Situs Baturagung, ODTW aklual pendukung adalah makanan
khas tempe mendoan di Karanglewss dan Kedungbanteng, Buper Kendel
Sada. ODTW potansial pendukung lainnya adalah ODTW petensial budaya fisik
geperti Mesjid Kajiwalu, BCB peninggalan sejarah belanda Kalibagor,
Karanglewas dan ODTW alam polansial Pemandian Segara Vindu.

12
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(3) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWPP [, adalah -

a. Sub-SWFF 111 Kantong Pengembangan Kawasan Wisala Alam-Budaya

Nirwana Menggala (Nirwana Menggala Nature Cullure Resorl), melputi OOTW
Curug Cipendok, Mesjid Saka Turggal & Taman Kera Cikakak, Makonan Khas
Cula Jawa, Kesenian Aksimuda dan Bongkel, Kerajinan Bambu Purwojati dan
Pekincen, Upacara Tradisionzl Jaro Rojab, Unggal-unggahan dan Udun-
udunanr. ODTW pendukung adelah ODTW potensial alam separti Curug
Penganlen,perkebunan salak Cihonje, Curug Empen-empen, Curug Gamblang,
serla OCTW potensial budaya yaitu Situs prasejarah Cilongok, BCB
peninggalan sejarah di Wangan dan Pekuneen.

F
. Sub-SWPP 1.2 Kantong Pengembangan Kawasan Wisala Rekreasl [Banyumas

Theme Park Zone), meliputi ODTW Taman Rekreas| Fatmaba Gendung Gerak
Serayu, Gos Darma Kradenan, PAP Kalbacin, Makanan Khas Mendoan
Ajlbarang dan Tempe Kripik Rawalo, Gula Jewa Cllongok, Wangon dan
Gumelar, Kesenian Aksimuda, Baritan dan Bongke!, ODTW pendukung adalah

QDTW potensial alam Gunung Futri,

(4) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWPP Ill, adalah:

a. Sub-SWPP IIl.1 kantong Pengembangan Kawasan Wisata agro dan wisata

boga, meliputi pembuatan mokanan khas gula jawa Somagede, kergjinan
bambu Tambak dan Somagede, kesenian Duncis, Aplang/Daeng, Cowongan,
Ujungan, Jemblung, serta ODTW pendukung meliputt ODTW potensial alam
melipuli Curug Kelapa, Telaga Biru dan Goa Song, perkebunan durlan
Alasmalang.

Bub BWPP N2, kaniong pengembangan Kawasan Wisala Kola Lama
Banyumas {(Banyumas Old Town — Daily Life Culture ), meliputi ODTW Museum
Weyang Sendzng Mas,Pendopo 51 Panji dan Sumur Mas, Pemandian Sunl
Ayu, Walu KenthengWValu Lumpang, Mesjd Agung MNur  Sulaiman,
Penjamazan Jimat Kalisalak, Gambarsari dan Dawuhan, ODTW gotensial
budaya Bendo Cagar Budnya peninggalon sgjorah Belanda di Kota Lama

Banyumas, serta Upacara Hari Jadi Banyumas.

Pasal 11

Hebijakan pengemboangan ODTW sebagaimana dmaksud dalam Pasal 7 huruta
diarahkan untuk ;

Memberdayakan sumber daya daerah yang bempolensi  pariwisata  unluk

dikembangkan sgcara terpadu dan berkelanjulan
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Mslaksanakan penganekaragaman (diversifikasi) produk wisala secara bertahap

dan merata bardasarkan proritas pangembangan dalam SVWPP,

Mengembangkan COTW wang mampu menyesuaivan dengan kecenderungan
pasar,

Mengelola, mengawasl dan mengendslikan pengambangan produk wisata
dilaksanakan secara bijaksana me!alui koordinasi hubungan antar stakeholders;

Menirgkatkan kualitas produk wisala vang dilakukan dengan memperlimbangkan
faktor daya dukung lingkungan melalui upaya presewasi dan konservasi lingkungan
alam. soslal dan budaya, serta buaian.

Menggalang produk wisata yang mampu mencerminkan cifra dan identitas lokal
budaya Daerah melalul pemanfaalan dan penggalian ODTW ektual dan polensial;

Meningkatkan kerjasama para stakeholders pariwisata dalam  mewujudkan
pembentukan pola jalur wisala inter dan ntra Kabupaten Banyumas secara lerpadu,

Paragral 2
Sarana Wisata

Pasal 12

Zasaran Pengambanpan Sarana Wisaln Wisala schagaimona dimnksinl dalam Pasal 7
huruf b mediputi :

0

Tarschar den  lobangunnye  sarono-sarung  wisoln  yooyg  monciibon - gayd

arsitekiural lokal dan barwawasan lingkungan di soling SWIA®,

Terlata dan terbangunnya sarana-sarana wisata penunjang skliviias wigala yang
mampu  meningkatkan  kualitas pengalaman berwisala dengan  letap

mempertahankan keleslarian alam dan sosial budaya
Terciptarya pola pelayanan beku yang mencirikan budays Banyumasan:

Tersedianya sarans pusat informasi wisata unluk tiap-tiap SWPP dengan
menggunakan teknologi data base system yang mudah diakses olen wisatawan;

Terancangnya katerpaduan pembangunan prasarana dan sarana wisata baik untuk

kepenlingan pariwisata maupun kepentingan scktor non pariwisata,
14
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Pasal 13

Strategi pengembangan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o
maliputi :

a.

Meningkatken kualitas dan kuantitas pengadaan dan pelayanan pada bernagai
macam |enis produk sarana wisata;

Meningkatken koordinasi antar dinas/instansi dan stakehcklers dalam membangun
dan memelihar sarans wisata;

Meanigkatkan partisipasi, keoordinasi, dan penciptaan prakarsa pada usana
pariwisala dalam pangembangan produk sarana wtﬁ_ata

Fasal 14

Ketlfjekan pergembangan Sarana Wisala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b. diarahkan untuk .

Mengembangkan prasarana dan sarana wisata dalam SWPP/sub SWPF/ODTW
berdasarkan kemampuan den karakteristik wilayah pengembangan Il'rlﬂlalu-
pemanfaatan fungsi pusat dan sub pusat pelayanan wilayah di Dacrah secars
be-tahap, meratz, dan terintegrasi,

Mznatz tala letak presarana dan sarana wisala dengan mengacu pada pola fala
ruang wilayah/kawasan berdasarkan kebijakan hubungan antar stakeholders,
pangembangan pariwisata, 2an prinsip pengembangan local planisite plan,
Meningkatkan fungsi dan kualitazs sarana wisata melalul upaya optimalieas
pelayanan yang respansif, antisipatif, empat), akural dan ramah;

Mengeiola dan memelihara sarana wisala yang menjadi tangyungjawas para
pelakuistakeholders pariwisata, .

Paragraf 3
Aksesbilitas

Pasal 15

Sasaran Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ meliput! :

a

Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan |aringan |alan dan transcortasl yarg
lerkait dengan pangembangan produk wisala;
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b. Terciplanya mada transporlasi yang ramah lingkungan dan mencirkan karskteristik
oudaya lokal,

¢. Tersusunnya pola jalur perjalanan wisata dalam dan antar ODTW dalam wilayah
pengembangan pariwisata Daerah maupun lintas kabupalsn/kola.

Pasal 16
Stratsgi pergembangan Aksesibilitas sebegaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
dilakukan dengan .
a. Peningkatan pembangunan jaringan jalan dan lransportasi yang terxait dengan
pengembangan produk wisata;
b. Peningkatar kualitas dan kuantitas moda transportasl yang ramah lingkungan
dan mencerminkan karakteristik budaya Banyumasan;
¢ Peningkatan kualilas dan kuanlitas pola jalur peralanan wisala anyat oDTW
dalam dan antar kabupaten/kota,

Pasal 17

Kebijaken pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud daam Pasal 7 huruf ¢

adalah

a Mengembhangkan sistem jaringan Jalan dan transportasi yanyg dilaxsanakan secara
terpadu dengan kepentingan pariwisata dan barbagai kepentingan pembangunan
gakior lainnya,

'b. Mengatur sistem jaringan jalan dan sistem transporlasi yang disesuaikan dengan
pola pergerakan penumpang dan barang serta fungsi dan kelas jalan,

¢ Mcnyesunikan poln porgornkan porjalnnan wisgaki dongnn sl lransporins
Caecrah;

d. Mengembangkan aksesibilitas baik melalul jalan udaia, daral, Jan sungal, serla
meningkalkan kualtas dan kuantitas sarana penurjang kelancaran pargerakan
wisgtawan ke jalur{alur menuju COTW dalam upaya memberkan kemudahan dan

kenyamanan pencapaian bagi wisatawan;

g. Mengelola dan memelhara aksesivillas yang sacara terintegrasi oleh para
peleku/stakeholders pariwisata (sektar publik, dunia usaha dan industri pariwisala,

masyarakat, wisatawan).
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Paragraf 4
Usaha, Priwisata

Pasal 18

Sesaran Pengembangan Produk Pariwisala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d. meliput|

8. Tersusunnya pedoman pengembangan pariwisata yvang mampu menciptakan klim
usaha parivisala yang kondusil, '

. Tersusunnya peraturan dan kebijakan pengelolaan usaha pariwisaia vang
mencakup prosedur dan lala cara perizinan, persyaratan dan klasifikasi jenis useha,
hak dan kewajiban pengusaha, pelaksanaan penentuan tanfiharga, pembinzan,
pengavasan dan pengendallan usaha;

- ¢ Teriplanya pengembangan usaha pariwisata yang terpadu den berselanjutan

meliputi jenis

1. Usaha cbyek dan daya tarik wisata (alarm, budaya, dan buatan!;
2. Usaha jaza pariwizata!

3. Ussha sarana pariwisata.

d. Tersusunnya panduan pengembangan ussha pariwisata yang mampu menarik
peran swasla dan inveslor

Fasal 18

Stralegl pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

dilakukan dengan cara :

8. Peningketan kuslitas produk dan pelayanan usaha pariwisata,

b, Meningatkan koordinasi antar staxeholders dengesn asosiasi usaha parwisala
dalam menciptakan iklim usaha yang kondusil,

c. Peningkatan koordinasi antar stakcholders dalam menumbuhkan iklim investasi
bidarg pariwisala.
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Pasal 20

"

Kebijakan pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 hurut d.
acdalah :

a.

Mengelola usaha periwisata secara profesional sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang barlakis;

Mengembangkan usaha pariwisata yang mampu menumbuhkembangkan kegiaian
kepariwisataan yang berdaya saing sehat dan kondusif mefalul peningkatan kuelilas
oroduk dan pelayanan, i

Mengemhangkan usaha pariwisata yang mampu muemberikan manfaatl terhadap
peningkatan perekonomian daerah dan masyerakat setempat;

Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pariwisala yang dilakukan secara
terkoordinasi antar stakeholders.

Bagian Keempal
Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwizata

Paaal 21

Sassran pangombongan Sumbor Daya Monust Hicdiang Piwiwisila  sehagaimani
dimakaud datnm Pasnl 3 hruf e molipal

a.

Tarwujudnya aparalur pemaerinioh di bidang praniwisalin yong berkundlos, akunlabiel
dan berdaya saing linggi,

Tawujudnya  sumber days  muousia usoli pamiwisalo  yong  prolosional - dan
memenunl etandar kompetensi nasional,

Terwujuciya standar dan kuallas pelayanan wisala dengan Larbagisl pada
karakleristik dasrah dan nilai-nilal luhur budaya Banyumasan,

Terwujudnya sumber daya manusia bidang pariwizata yang mampu
mengembangkan komunikasi, Jejaring kerja dan kermitrazn dengan stakeholders:

Terwujudnya sumbgr daya manusia bidang pariwizata yang ecukalif, kreatf dan
movatif sehingge mampu mengembangkan polensi ekonomi dan budays yang

dimiliki sebagai asset dalam pembangunan pariwisala.
1%
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Pasal 22

Strategl pengembangan sumber daya 'manusua bidaing pariwisaia sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 3 huruf c. dilakukan dengan .

Pengembangen sumber days marusia aparatur Pemerintah Dzerah  dengan
mempertimbangkan kondisl dan karakteristix aktus! sparatur Pemerintah Dagrah

rhususnya berkallan dengan tingkat pemahaman akan Kkarakteristk sekior
pariwisata dan pola hubungan antar stkeholders;

Pengembangan sumber daya manusia usaha pariwista yang diarahkan agar tenega
xerja kepariwisataan mendapatkan pendidikan dan pelathar kepariwsataan
Pengembangan sumber daya manusia masyarakat yang dilaksanakan melalui

beberapz pendekatan, sebagai berikut

1. membarikan pemahaman fenlang karakleristix bidarg kepariwisataan dan

kebudayaan;

2. mangikutsertakan dalam setiap lahapan proses pembanguran pariwisala,
3. membearikan pendidikan dan pe'atihan dalam bidang kepsiiwisataan;

4. menglkutsertakan stakeholders dalam mendorong perwujudan langgurg jawas

sosial darl usaha pariwisata lerhadap lingkungannya.

Pasal 23

Kebljahan pengembangan Sumber Days Menusia Lidang Panwisaly sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ diarahkan untuk

a. Membangun sistem pembinaan aparalur Pemerintah Dacrah yany profesional dl

hidang pariwisala;

b. Membangun korjasama dengen lombaga pendidikon pariwisata di tingkat lokal,

regional dan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bigang

pariwisata;

Membangun slandar dan kualitas peleyenan wisala yang berbasis pada karakleristik

daerah dan pilai-nilal luhur budaya Banvumasan

Melaksanaken pembergayaan masyarakal di bidang pariwisata atau bidang lerkail

lainnya;
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B.

Membangun iklim dan budaya belajar di lingkungan aparatur Pemerintah Daerah
dan stakeholders dengan mengembangkan komunikasi melalul koardinasi,
penyusunan sistem informasi kepariwisataan yang komprehensif dan penyebaran
informasi antar stakehclders. )

Bagian Kelima
Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata

Pazal 24

Sasaran pengembangan pasar dan pamasaran pariwizata sehagamana dimakeud

dalam Pasal 3 huruf d. meliputi -

Tersosialisasikannya citra dan wformesi pariwisala kepads pasar sasaran dan
pelaku pemasaran (intermediaries) pariwisata Dasrah;

Terwujudnya inlegras! promoesi dan pemasaran serla berkembangnya program dan
kegiatan promos| serta pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama
pelaku usahs pariwisata daerah; .

Terselenggaranya kerjasama promoes: bersama dengan kebupalevkola dalam
wilayah pengembangan pariwisata di Jawa Tengah dalam bercagal bentuk keglatan
profmosi;

Tersedianya informasl pasar dan pemasaran yany berkualitas untuk mengetahui
kondisi serta kecenderungan profil dan pasar melalul kegiatin pemanlauan secara
berkesinambungen dan riset yang dilaksanakan secara barkala sekurang-kurangnysa
2 (dua) tahun sckali;

Meningkningn  kunlitng  sistem dan manpjemen informnst panwisain ormnsok
berfungsinya Pusal Informasi Pariwisata (Touris! Information Center| di dalam dan
luar Daerah, untuk memenuh kebutuhan informast bagi staxeholders dan

wisatawarn

Berkembangnya program dan kegiatan pramosi dan pemasaran vang lebih spasifik
untuk meningkalkan pangsa pasar yang l:hih lajam;

Tersadianya alat promosi yang beranckaragan, mampunyal tema, dan menarik
secara memadai di lokasi-dokasi strategis dan mudah didapatkan oleh wisatawarn,

20
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// h. Terselenggaranya komunikas| dan kerjasama dengar Bire Perjalanan Wisata dalam
pemasaran produk wisata Daerah;

i.  Meningkalnya jurmiah kunjungan wisatawan talk nusantara maupun mancanggara
setiap tahunnya,

. Meningkatkan penyebaran kunjungan wisatawan pada setiap SWPP

Pagsal 26

Strategl pengembangan pasar dan pemasaran pam:ns.nm sehagaimana  dimaksud
dalam Pazal 3 huruf d. meliputi

Pengembangan Ccira dan penempatan (positioning) destinasi wisaia;
Pangembangan pasar sasaran pariwissta;

Pengembangan komunikasl dan promosi pariwisata

Pengembangan riset pasar dan pemasaran wisata;

Pengembangan sistem dan manajemen informasi pariwisata;

I - S -

Pengembangan kerjasama promosi dan pemasearan parwisala

Pasal 26

(1) Shalegi pengembangan cilra dan penempalan (positioning) destinasl wisala
sabagaimana dimaksud Pasal 25 hurul a. diarahkan pada pesona alam

pedunugan dan budaya yang mondsoukan kuadilzes poognlanin benwisala

(2) Identitus yang dikembangkan unfuk liap SWPP adaiah

a. SWIHP |, pricritas wisala alam pegunungan yang alamiah yang didukung seni
dan butayas dengan penghkayaan pada kemasan aklivlas wisala,

b. SWPP |, priorilaz wisala yang berbasis pengembangan fasilitas wuntuk
menunjang aktivilas wisata dalam memanfaatkan 2set alam dan budaya
dengan tetap mamperiahankan cir Banyumasan;

& SWPP lll, prioritas wisata budaya cengan memperkual unsur budaya
Nanyumasan pada !Iﬂl'iﬂ[:\ komponsn kepaniwisatann

21



Pasal 27

Strategl pengembangan pasar sasaran pariwisata sebagaiinana dimaksud dalam Pasal
25 huruf b, ditujukan pada pasar nusantara dan pasar mancanegara,

Pasal 28

Strategi pengembangan komunikasi dan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 hurul ¢ dilakukan dengan ;

Pricritas informasi yang dikembangkan adatah wisatawan nusantara dan wisatawan
marcanegara;

Komunikael pariwisata dikembangkan secara optimal, bak komunikasi di dalam
maupun d| luar Daerah;

Mengambangkan jaringan komunikas: (communication charne!] untuk mernperkuat
pemasaran:

Mengembangkan cilra produk wisaia alam untukx  memperkaya informasl dan
meningkatkan nilai produk melalui pendayagunaan informasi llmuah dan keterlina
sumber daya manusia pada disiplin ilmu terkait secara 'angsung.

Pasal 28

Strategl pengembangan riset pasar dan nemasaran wisata sshagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf d. dilakukan dengan :

Parumusan standar kebutuhan informasi dasar dan lanjutan unfuk mempermudah
penyediaan informasi secara baku dan berkesicamaungan;

Peningkatan partisipasl dan kerasame aniara pengelola obyek wiszla, sarana
wisata, dan lembaga pendidikan:

Soslalisasi hasil rizet pasar dan pemasarun kepada slakeholders.
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Pasal 30

Strategi  pengembangan sistem can manajemen informasi pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 25 huruf e. dilakukan cengan

|denlilikasi cakupan informasi dan standar kebuluhan stakeholders
Pelayanan informasi pariwisata dilakukan di dalam dan di luar Daerah

Standarisasi proses pengumpulen dan penyebaran |nformasi yang melibatkan
stakehalders;

Pengembangan sistem dan manajemem informasi variwisala diupayakan malalui
pengembangan jaringan, perdisipesi, dan kerjasama dengan pengelola cbyek
wisata, sarana wizata, dinas/instansi terkait dan pihak potensial lainnya

Pengembangan sistem informasi cariwisata berbasie pada penggunaan teknologl
informasi dan variasi media, alat, dan saluran informasi,

Pasal 31

Strategi pengembangan kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata sebagaimana
gimaksud dalam Pasal 25 huruf 1. dilakukan dengan :

Mengembangkan kerjasama dengan Ipelaku pemasaran pariwisata  unbik
memperkual implementasi promosi penjuatan deslinasi wisaia dasrah dalam bantuk
paket dengan tema-tama lertenlu seaual kebutuhan wistawan:

Pengembangan karjasama dengan pemerintah dasrah lain yarg polensiel dan
siakehnlders untuk mempariuas jaringan komun/kasi cemasaran.

Pasal 32

Kebjakan pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimanea dimaksud dalam Pasal

4 huruf d. adalah

a. Pariwisala deerah dikembangkan dengan berbasis pada keunikan dan kuallas

dengan tetap memperahankan karakleristik dacrah;

L. Keselarasan anlara citra dengan pengembangan produk wisala dan komunkasi

pemasaran untuk mewujudkan pemasaran pariwisala yang lerarah
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Rasionalisasi targel pasar wisala dengan tetap mengoptimalkan jargkauan pasar
dan saluran pemasaran

Perempalan (positioning) destinasl wisata dacrah dan SWFF  dangan
memanfaatkan keunggulan sumberdaya yang dimiliki secara kempelitf dengan
menciptakan identitas yang spesifik dan berbeda untuk menumbubkan fungs: yang
zaling melengkapi antar SWPP;

Menetapkan sistem dan manajemen informasi pariwisats dengan memelihara
Wetepatan, ekilualitas, kelengkapan kejelasan, dan kelajaman Informasi dengan
memanfaatkan sumber-sumber infarmasi secara luas

Memantaphkan perilaku “peroriantesi pada pelangzan” pada stakehalders parwisata
daerah;

Melibatkan stekeholders secara optimal dalam melakikan promosi dan pemasaran
pariwisata,

Bagian Keenam
Pengembangan Hubungan Antar Stakeholdars

Poaal 33

Sasaran pengembangan hubungen anlar stakehaolders sehagaimana dimaksud dalam

Fasal 3 huruf e, melipuli

a.

Terciptanya hubungan kerfasama yang lerpola dan borkesinambungan di kelangan
slokoholdars porledusaly dalan poloksonan genbangui i keps e dann doetl;

Terszbarnya data infonmasi kepariwisalaan secara bak dan merala di lingkurgan
stakeholders kepariwisataan daerah; |

Terbangunnya pemahaman yang sama di lingkungan atakehclders pariwisata

daerah mengenal hakekat pemuangunan pariwisata

Terselenggaranya koardinasi di lingkungan stakeholders pariwisata caerah dalam
mewujudkan pembangunan pariwisata

Tarwujudnya peran serta aktf stakeholders opariwisata da'am peraneanaan dan
pengembangan produk wisata sesuai dengan kapasilas yang dimilikinya;
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f.

Terwujudnya peran eerla aktil stakehclders pariwisata dalam pengendalizan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pariwisata daerah untuk tstap
selaras dengan visi, misi dan nilai yang dimilikinya.

Pasal 34

Strategl pangembangan hubungan artar stakeholders sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 3 huruf e, dilakukan dengan :

a.

b.

Membentuk sebuzh badan/lembaga atau forum komunikas| pariwisata;

Menyusun tata aturan dan mekanisme hubungan antar asiaksholders yang mampu
memberikan aksesimemfasilitasi stakeholders pariwisata untuk berparhisipas! dalam
persncanagn, implementasi, monitoring, den evaluasi program pembangunan
pariwisata;

Menumbuhkembangkan perileku  aparatur Pemerintah Daersh yang dapat
memberikan prakarsa bagl tindakan stakeholders dalam pembangunan pariwisata
daereh;

Meningkatkan kualitas sosialisasl dan komurikasi pregram  pembangunan
nariwisata, melalul pendayagunaan mekanisme yang secara krealil dikembangkan;

Menumbuhkembangkan pembiayaan dan stau pelakssnaan program barsama
dalam meningkat<an kreasi dan kualilas program melaiui rapal koordinasi

pemtangunen tahunan stakeho'der pariwisata;

Mendorong parlisipasi aklil stakeholder pariwisata daerah Lntuk rnemanfaatkan
kapabilltas dan mengambangkan fungsi yang dimilikinga dalam pembangunan
kepariwisataan.

Pasal 35

Kebijakan pengembangan hubungan antar stakeholders secagaimana d maksud dalam
Pasal 3 huruf &, meliputi :

Hubungan fungalonal antar stakeholdars, diarahkan untuk :

1. Menciplakar situasi dan kandisi yang kondusif bani terselangoaranya koordinasi
antar slakeholders pariwisala daerah;

2. Membeardayakan peran lembagaforganisasi stakeholders sebagai perwvujudan
profesionatisme dan kompetansi di bidang masing-masing;

3. Menciptakan kelerbukaan yang kritis dan sclek(if,

frud
Lm
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4. Menciptakan kerangka kerjasama antar stakeholders yang dapat menunjang
pembangunan kepariwisataan;

3. Menyusun kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan parwisala yang
dapat dilaksanakan bersama-sama oleh stakholders pariwisala daerah melslui
rapal kaordinasi internal maupun eksternal.

b. Aliran informasl| dasar antar stakenolders, diarahkan untuk |
1. Melaksanakan mekanisme kerja yang memungkinkan terfadinya perlukaran
informasl antar stakeholders pariwisata;
2. Mengoptimalkan tugas rapat koordinasi antar slakeholders pariwisata sebagal
forum perumusan, penyusunan dan evaluasi pmgf'ram kerja;
3. Merancang pusat informasi pariwisata yang mampu diakses oleh semua
stakenolders pariwisata deerah.

t. Kerjasama lintas sekioral, diarankan untuk :
1. Melaxsanakan berbagai progrem kerjs yang dapat melibatkan selurun
dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Manciptakan kesempatan bagl penyelanggarazn program/kegialan yang dapat
dilaksanakan danfatau diblayai bersama.

BAB IV
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Peraturan Dacrah Inl menjad pedoman  pengaluran  lehih  laniol rencana
nengembangan pariwiszia daerah, penyusunan dan pelaksaraan program-program
serta kegiatan pembangunan yang diselenggarakan cleh Pemerintan, Pemerintah

Deerah dan masyarakat.

BAB vV
HAK, KEWAJIDAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Setiap orang mempunryal hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RIPPDA sesual peraturan

perundang-undangan yang berlaxu, :

i
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(3)

m

{2

Setiap orang dan badan wajib mantaati RIFFDA sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

-

Bentuk, tsta cara dan pembinaan poran scria masyarakal dilaxsanakan sosuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 18 F

Pejabal Pegawai Negen Sipil tertantu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang kepariwisatean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugss penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Meger| Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

Menerima laporan atau pengadua dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

Melakukan tindakan pertama pada seal itu di lempal kejadian dan melakukan
pemeriksaan,

Menyuruh berhentl seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dir
lersangka;

Meiakukan penyitaan benda dan/atau sural;

Mengambi! sidik jarl dan memohet seseorang,

Memanagil orang untuk didengar can diporiken sobagal lorsangka atau saks
Mendatangkan orang ahll yang diperlukan dalam  hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; -

Mengadakan penghentian  penyidikan  selclah mendapat  petunjuk darl
penyidik bahwa fidak lerdapal cukup bukli atau perisliwa tersebul bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutrya melaiui penyidix memberitahukan
hal tarsebut kepada Fenuntu Umum, tersangka ateu keluarganya,
Mengadakan lindakan lain manuural hukum yang berlaku.

27



gt

BAE vl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

(1) Pelanggaren terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
diancam pidana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau cenda sebanyak-
hanyaknya Rp. 50.000.000.- (Iima puluh juta rupiah).

(2) Tindak oidana sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

. [ [} i
BAE VIl
PENGAWASAN DAN PENGE!IDALLAN
Pasal 40
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini diletapkan oleh
Bupati,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
(*) RIFFDA Kabupaten Banyumas berlaku urtuk jangka wakiu 10 (sepuluh) tahun.

(2) RIPPDA secagsimena dimaksud pada ayat [1) dapal dilnjau kembal uniuk
disesuaikan dengan perkembangan keadasn berdasarkan hasil kajlan dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Pasal 42

Hal-hal yangy belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah inl sepanjang mengenai
pelsksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupali

Pasal 43
Paraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar eeliap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Paraturan Dasrah ini
dengan penempatarnya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwakerio
pada tanggal 17 Mel 2008
EUPATI
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